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KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IX/MPR/2001 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, 
merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan 
secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur;

b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas konstitusional untuk 
menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan 
kemiskinan, ketimpangan dan ketidak adilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam;

c. bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah 
menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan 
dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik;

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber 
daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan;

e. bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah 
lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan 
peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik;

f. bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan komitmen politik yang 
sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber 
daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan;

g. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f perlu 
adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 25E, Pasal 28A, Pasal 28C ayat 
(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional 
yang Berkeadilan; serta Perimbangan, Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;
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3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan 
Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang 
Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2001 tentang Jadwal 
Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
6/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2001;

2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/MPR/2001 tentang 
Pembentukan dan Tugas Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;

3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 
1 sampai dengan 9 November 2001 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang telah 
dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

4. Putusan Rapat Paripurna ke 7 (lanjutan 2) Tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBARUAN 
AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 1

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan 
pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 2

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka 
tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, 
berkelanjutan dan ramah lingkungan.
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Pasal 4

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;

d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;

e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;

f. mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, 
pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;

g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang 
maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya 
setempat;

i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam 
pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;

j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa 
atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, 
kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;

l. melaksanakan desentralisasi berupa pembaruan kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, 
kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya 
agraria/sumber daya alam.

Pasal 5

(1) Arah kebijakan pembaruan agraria adalah:

a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan 
perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 
ketetapan ini.

b. Melaksanakan penataan kembali penggunaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 
(landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.

c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka 
pelaksanaan landreform.

d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini 
sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya 
penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 
ketetapan ini.

e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan 
pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria 
yang terjadi.
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f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan 
agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

(2) Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:

a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan 
dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor yang 
berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana:dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini;

b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan 
inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional;

c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam 
di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi 
ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional;

d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-
upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut;

e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus 
dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan 
hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini;

f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara 
berlebihan;

g. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat 
dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun 
nasional.

Pasal 6

Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera 
mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, 
mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan 
dengan Ketetapan ini.

Pasal 7

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
serta melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 9 November 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

KETUA,
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Ttd.

Prof. Dr. H. M. AMIEN RAIS

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

Ttd. Ttd.

Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA Ir. SUTJIPTO

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

Ttd. Ttd.

Prof. Dr. JUSUF AMIR FEISAL, S.Pd. Drs. H. M. HUSNIE THAMRIN

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

Ttd. Ttd.

Drs. H.A. NAZRI ADLANI AGUS WIDJOJO
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